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ABSTRAK 

 

AYU FEBI FEBRIANTI. Nim: H.11.16.157. Analisis Hukum Sanksi Kebiri Kimia 

Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia. 

dibimbing oleh Hj. Rahmawati selaku pembimbing I dan Andi ST Kumala Ilyas 

selaku pembimbing II. 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pelaksanaan 

sanksi  kebiri terhadap pelaku ditinjau dari segi Hak Asasi Manusia (2) Untuk 

mengetahui upaya yang dilakukan dalam penanggulangan terhadap pelaku kebiri 

sehingga mampu memberikan efek jera.  

 Metode penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian Normatif, 

Maksudnya untuk mendeskripsikan data melalui kepustakaan di bidang hukum 

maupun bidang-bidang lainnya. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dalam pasal 28G ayat 2 

konstitusi Indonesia dimana setiap orang berhak bebas dari penyiksaan dan perlakuan 

yang merendahkan martabat seseorang. Hal ini juga di jelaskan dalam undang-undang 

hak asasi manusia pasal 33 ayat 1 yang mana setiap orang berhak bebas dari 

penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi serta 

merendahkan martabat kemanusiaan. Sehingga, hukuman kebiri kimia jika ditinjau 

dari segi hak asasi manusiannya maka hukuman ini tidak sepatutnya diterapkan di 

Indonesia karena didalam konstitusi menyatakan bahwa negara tidak boleh 

menghukum dengan cara merendahkan hak asasi dan nilai kemanusiaan. (2) hukuman 

kebiri kimia berlaku hanya 2 tahun sehingga masih dianggap kurang relevan dalam 

pencegahan terjadinya kekerasan seksual. Dan setelah 2 tahun berlakuanya  hukuman 

kebiri maka hasrat seksual pada pelaku akan kembali. 

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan (1) Hukuman kebiri 

tidak efisien jika diterapkan di Indonesia karena hanya berlaku selama 2 tahun saja 

sehingga setelah 2 tahun maka hasrat seksual dari pelaku akan kembali. (2) Pelaku 

kekerasan seksual seharusnya mendapatkan pendampingan untuk memulihkan atau 

memperbaiki diri pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya. Menurut penulis 

sebaiknya pelaku dikenakan pasal berlapis saja atau hukuman seumur hidup serta 

rehabilitasi. 

 

Kata Kunci : Hukuman, kebiri Kimia, Hak Asasi Manusia 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam 

pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. Pesatnya arus 

globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan dibidang teknologi informasi dan 

komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak. 

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang semakin 

meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan 

membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, 

serta menganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban umum.
1
 

 Pemberian perlindungan hukum dengan cara merusmuskan aturan pidana 

yang lengkap dan dengan sanksi pidana yang maksimal terhadap pelaku pedofilia. 

Pengalaman menjadi korban pedofilia akan menimbulkan trauma bagi anak yang 

mempengaruhin perkembangan mentalnya. Perkembangan mental yang dipengaruhi 

trauma Mencangkup kemampuan adaptasi, kemampuan bermasyarakat dan 

kepribadian. Wacana mengingat masalah hubungan korban dengan penjahat bukanlah 

                                                             
1
 Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetepan Peraturan Pemerintah 

Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak. 
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masalah baru, hanya saja selama berabad-abad merupakan salah satu objek yang 

diabaikan. Sehingga pemerintah secara tegas mengesahkan dan memberlakukan 

aturan baru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 

Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016  Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

Peraturan ini adalah perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan anak ada dalam Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 99, yang diundangkan di Jakarta 25 mei 2016. Perpu ini memperberat sanksi 

bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual, yakni diantaranya hukuman mati, 

penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara. 

Perpu ini juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimia (melalui suntikan 

bahan kimia) dan bukan membuang bagian organ seksual, pengumuman identitas ke 

publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik. Seperti itulah hukuman baru yang 

akan mengintai para pelaku pedofilia jika melakukan kekerasan seksual terhadap 

anak. 

 Keluarnya sanksi kebiri kimiawi ini menimbulkan pro dan kontra. Ada yang 

mendukung dengan alasan agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku pelecehan 

seksual. Adapun yang kontra dengan hukuman ini dengan alasan melanggar Hak 

Asasi Manusia. Hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan hak yang palind dasar 

yang dimiliki oleh setiap umat manusia sebagai anugerah tertinggi dari Tuhan Yang 

Maha Esa, dimanapun manusia itu hidup, karena dengan hak hak itu manusia dapat 
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menjadi makhluk yang bermartabat. Didalam konstitusi menyatakan bahwa negara 

tidak boleh menghukum manusia dengan cara merendahkan hak asasi dan nilai 

kemanusiaan. Namun, kebiri kimia dianggap sebuah tindakan kekerasan dan 

dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

yakni hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan 

yang merendahkan derajatmartabatnya sebagai manusia. Selain itu, pelaksanaan 

kebiri kimia hanya berfokus pada pembalasan pelaku bukan kepada perbaikan. 

Hukum kebiri seakan kembali kepada jaman kolonialyang berorientasi pada 

pembalasan, padahal Indonesia sudah meninggalkan teori pembalasan, Indonesia 

sekarang berorientasi pada tujuan pemidanaan untuk memperbaiki pribadi pelaku itu 

sendiri., selain memperhatikan kepentingan korban.  

 Kebiri dalam dunia kedokteran dikenal dengan kastrasi. Pada era modern, 

kebiri tidak lagi dilakukan dengan membuang testis, tetapi secara kimia. Prosesnya 

bisa melalui pemberian pil ataupun suntikan hormon. Proses kebiri kimiawi 

dilakukan dengan menyuntikkan bahan kimia (yang paling umum adalah Depo 

Provera) kepada tersangka kasus pemerkosaan untuk mengurangi hasrat seksualnya. 

Bahan kimia disuntikkan kepada pelaku kekerasan seksual yang akan beraksi ke otak 

dengan menekan Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH) yang berfungi untuk 

mengendalikan kesuburan dan respon seksual. GnRH kemudian beraksi dengan 

bagian otak yang lain dan memerintahkan penghentian pembuatan Luteinising 

Hormone yang berfungsi untuk membuat dan melepaskan sperma. Ketika kedua 
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hormon tersebut ditekan, hasrat seksual sipelaku peecehan seksual pun berkurang. 

Selain itu, obat antiadrogen juga menyebabkan pengeroposan tulang dalam jangka 

panjang. Selain itu jika dilihat dari sisi medis, hukuman kebiri ini dilematis karena 

bertolak belakang dengan kode etik kedokteran, selain itu kebiri juga dikatakan telah 

melanggar Hak Asasi Manusia dan sumpah dokter. Sebab, tugas dokter adalah 

sebagai profesi yang menyembuhkan orang bukan menghukum.
2
 

 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyuarakan untuk menolak melakukan suntik 

kebiri yang menunjukkan bahwa kurang sensitifnya dokter terhadap psikologis 

masyarakat terkait maraknya kejahatan seksual, terutama kepada anak-anak. 

Hukuman kebiri ini secara otomatis mengurangi beberapa hak yang melekat dalam 

diri terpidana (terhukum), salah satunya yaitu hak untuk mengembangkan diri. Dalam 

alam kondisi badan yang terkurung, sangat tidak mungkin seorang narapidana bisa 

mengembangkan diri. Padahal dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia hak untuk mengembangankan diri menempati urutan ketiga dari 

10 hak yang dimiliki setiap warga negara. 

 Ketentuan pasal 28G ayat (2) konstitusi indonesia menyatakan bahwa, “setiap 

orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat 

manusia”. Maka pemajuan, perlindungan serta pemenuhannya menjadi komitmen 

konstitusional pula. Dan di dalam ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Hak 

                                                             
2
Http:Digilib.Unila.Ac.Id/25796/3/TESIS%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.Pdf.Diakses 

Tanggal 29September 2019, Pukul 12.32 WITA. 
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Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, 

penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, meremehkan derajat dan 

martabat kemanusiaanya”. Dalam pasal tersebut sudah jelas bahwa seseorang berhak 

bebas dari penyiksaan dan penghukuman maupun perlakuan yang kejam.   Indonesia 

juga telah mengesahkan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau 

hukuman lain yang keji, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia 

melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.  

 Di Indonesia hukuman kebiri pertama kali dijatuhkan pada MA (20 tahun), 

yang memperkosa 9 anak dari Mojokerto, Jawa Timur. Sejak pertama kali aturan ini 

di gulirkan Presiden Joko widodo pada tahun 2016. Tetapi, belum bisa dieksekusi 

karena belum adanya petunjuk teknis.
3
 Pemberian hukuman kebiri dapat dikatakan 

sebagai penhukuman yang tidak manusiawi serta tidak sesuai dengan konstitusi dan 

komitmen indonesia dalam bidang Hak Asasi Manusia.  

 Berdasarkan uraian diatas maka calon peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang Analisis Hukum Sanksi Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan 

Seksual Ditinjau Dari Segi Hak asasi manusia. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pelaksanaan sanksi kebiri terhadap pelaku ditinjau dari 

segi Hak Asasi Manusia ? 

                                                             
3
Http://Www.Google.Co.Id/Amp/S/Amp.Kompas.Com/Tren/Read/2019/08/29/061300865/Kebiri-

Kimia-Antara-Ancaman-Pedofilia-Dan-Problem-Etik-Media Diakses Tanggal 5Oktober2019 , Pukul 

13.50 WITA. 
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2. Apakah sanksi kebiri kimia bisa memberikan efek jera terhadap pelalaku 

kekerasan seksual ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi kebiri terhadap pelaku ditinjau dari 

segi Hak Asasi Manusia  

2. Untuk mengetahui sanksi kebiri kimia bisa memberikan efek jera terhadap 

pelaku kekerasan seksual 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan memberikan mamfaat yang berguna bagi ilmu 

pengetahuan, adapun mamfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 

a. Memberikan sumbangan pikiran bagi perkembangan ilmu hukum khusunya 

dibidang hukum pidana. 

b. Menambah khazanah pengetahuan dalam keilmuan bidang hukum khusunya 

dibidang hukum pidana.  
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BAB II 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Tinjauan Umum Tentang Analisis Hukum  

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis adalah penyelidikan 

terhadap suatu peristiwa (karangan, berbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang 

sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).
4
 Analisis 

merupakan kegiatan meneliti suatu objek tertentu secara sistematis, untuk 

mendapatkan informasi yang berkaitan dengan objek tertentu. 

 Analisi adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi berbagai 

unut terkecil. Berdasarkan defenisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa analisis 

merupakan kegiatan berfikir untuk mrnguraikan sesuatu menjadi bagian dan 

komponen sehingga dapat diketahui tanda tiap bagian atau mengetahui cirinya, 

kemudian hubungan satu sama lain serta fungsi masin-masing bagiannya secara 

keseluruhan. 

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan 

A. Pengertian Pemidanaan 

 Dalam Undang-Undang menggunakan istilah “tindak pidana” sebagai 

pengganti “straftbaar feit” tanpa memberikan penjelasan yang jelas 

                                                             
4
 Https://Kbbi.Kemendikbud.Go.Id/Entri/Analisis Diakses Tanggal 5Oktober2019, Pukul 

13.57 WITA 

https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/analisis%20diakses%20tanggal%205Oktober2019


8 
 

tentang apa yang diamaksud dengan “straftbaar feit” tersebut. Istilah 

tindak pidana merupakan terjamahan dari straftbaar feir yaitu perbuatan 

yang dilarang oleh perturan perundang-undangan yang diancam dengan 

pidana. 

 Menurut ahli hukum Indonesia Andi Hamzah, beliau membedakan 

istilah hukum dengan pidana dan di dalam bahasa belanda dikenal dengan 

istilah straf. Istilah hukuman meupakan istilah umum yang dipergunakan 

untuk semua jenis sanksi baik dalam hukum perdata, administratf, disiplin 

dan pidana, sedangkan istilah pidana mempunyai arti yang sempit yaitu 

sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.
5
 

 Hukum pidana menurut Mezger adalah aturan hukum, yang 

mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat 

tertentu suatu akibat yang berupa pidana.
6
 Pemidanaan merupakan suatu 

tindakan terhadap pelaku kejahatan, ini dapat dibernarkan secara normal 

bukan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi 

positif bagi terpidana, korban serta dalam masyarakat. Teori ini juga 

disebut sebgai teori konsekuensialisme yaitu pidana dijatuhkan bukan 

karena telah bebbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat 

jahat serta orang lain juga takut melakukan kejahatan yang sama. 

                                                             
5
 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, Hlm 27. 

6
 Sudarto, Hukum Pidana, Purwokerto:Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokwerto 

Tahun Akademik 1990-1991,1990, Hlm 23. 
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 Dari pernyataan diatas, pemidanaanbukan sama sekali dimaksudkan 

sebagai upaya balas dendam melainkan hanya untuk upaya pembinaan 

bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap 

terjadinya kejahatan yang sama.  

B. Jenis-Jenis Pemidanaan 

 Dalam hukum pidana indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang 

tercantum dalam pasal 10 KUHP yakni : 

a. Hukuman Pokok 

1. Hukuman mati. 

2. Hukuman penjara. 

3. Hukuman kurungan. 

4. Hukuman denda. 

b. Hukuman Tambahan 

1. Pencabutan hak-hak tertentu. 

2. Perampasan barang-barang tertentu. 

3. Pengumuman putusan hakim. 
7
 

  Adapun mengenai kualifikasi dari urutan jenis pidana tersebut 

 berdasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat 

 disebutkan terlebih dahulu. Pidana tambahan merupakan tambahan dari 

 pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (bisa dijatuhkan ataupun 

                                                             
7
 Abdoel Djamali, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta:Rajawali Pers, 2012, Hlm 186 
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 tidak). Hal ini dikecuakikan terhadap kejahatan sebagaimana dalam 

 ketentuan  pasal 250 bis, pasal 261 dan pasal 275. Perampasan barang-

 barang tersebut  bukan bersifat fakultatif tetapi bersifat imperatif 

 (keharusan). 

  Berikut ini penjelasan dari jenis-jenis pidana : 

a. Hukuman Pokok 

1. Hukuman mati 

 Sejak hukum pidana berlaku di indonesia yang kemudian 

dicantumkan sebagai Wetboek van Strafrecht vooe Nederlandsch 

Indie, tujuan diadakan dan dilaksanakan hukuman mati supaya 

masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki 

adanya gangguan terhadap ketentraman yang sngat di takuti 

umum. 

 Dalam pasal 11 KUHP yang berbunyi 

“pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan pada leher 

terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”. 

 Di negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati 

yaitu pelanggaran terhadap pasal 104 KUHP, pasal 111 ayat (2) 

KUHP, pasal 124 ayat (3) KUHP, pasal 140 ayat (4) KUHP, pasal 

340 KUHP, pasal 365 ayat (4) KUHP, pasal 444 KUHP, pasal 479 

KUHP, dan pasal 368 ayat (2) KUHP. 
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 Pidana mati juga terdapat dalam pasal 6, pasal 9, pasal 10, 

pasal 10A (1), pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 

tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 

tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang 

nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana 

terorisme menjadi undng-undang.  

2. Hukuman penjara 

 Penjara adalah suatu tempat khusus yang dibuat dan digunakan 

para terhukum dalam menjalankan putusannya sesuai dengan 

putusan hakim. Pidana penjarah merupakan jenis pidana 

perampasan kemerdekaan. Terhukum selama menjalankan 

hukumannya ada yang seumur hidup dan ada yang terbatas, ini 

tercantum dalam pasal 12 KUHP. Hukuman terbatas itu sekurang-

kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun. 

Hukuman yang lebih dari 15 tahun dan tidak kurang dari dua puluh 

tahun sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan diancam 

dengan hukuman mati, seumur hidup atau ada hukuman plus 

karena rangkaian kejahatan yang dilakukan, ini tercantum didalam 

pasal 52 KUHP. 

3. Pidana kurungan 

 Sifat dari pidana kurungan hampir sama dengan pidana 

penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan 
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kemerdekaan tetapi pidana kurungan sifat hukumannya ringan dan 

ancaman hukumannya pun ringan. Pidana kurungan membatasi 

orang untuk bergerak dengan mengurung orang tersebut di dalam 

sebuah lembaga pemasyarakatan. Dalam pasal 18 dinyatakan 

bahwa lamanya kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan tidak 

lebih dari satu tahun empat bulan. 

4. Hukuman denda 

 Pidana denda merupakan pidana tertua bahkan lebih tua dari 

pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda 

adalah  kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana oleh hakim 

untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah 

melakukan suatu perbuatan yang dapat di pidana. Ketentuan yang 

mengatur hukuman denda tercantum dalam pasal 30-33. 

Pembayaran denda tidak ditentukan harus terpidana. Dengan 

begitu dapat dilakukan setiap orang yang sanggup membayarnya. 

Dilihat dari pelaksanaan pembayarannya, hal demikian akan 

mengaburkan sifat hukumannya. 

b. Pidana tambahan 

1. Pencabutan hak-hak tertentu 

 Dalam ketentuan pasal 35 ayat (1) KUHP, hak yang dapat 

dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan yaitu : 
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1) Hak untuk memegang jabatan pada umumnya atau memegang 

jabatan tertentu. 

2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata. 

3) Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 

berdasarkan aturan-aturan umum. 

4) Hak untuk menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan 

pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau 

pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri. 

5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian 

atau pengampuan atas anak sendiri. 

6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu. 

 Bila dalam dijatuhkannya hukuman pencabutan hak, 

pasal 38 ayat (1)  KUHP mengatur bahwa hakim menentukan 

lamanya pencabutan hak sebagai berikut : 

1) Jika dijatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, 

maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup. 

2) Jika dijatuhkan pidana penjara untuk waktu tertentu atau 

pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun 

dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. 

3) Jika dijatuhkan pidana denda, lamanya pencabutan paling 

sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun. 
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 Pencabutan hak diatas mulai berlaku pada hari 

keputusan hakim dapat dijalnkan. Dalam hal ini hakim tidak 

ada wewenang untuk memecat seorang pejabat dari jabatannya 

jika dalam aturan khusus ditentukan penguasa lan untuk 

pemecatan itu. 

2. Perampasan barang-barang tertentu 

 Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu 

terdapat dalam pasal 39 KUHP yaitu : 

1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari 

kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan 

kejahatan, dapat dirampas. 

2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan 

dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan 

putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan 

dalam undang-undang. 

3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah 

yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya tas barang-

barang yang telah disita. 

 Pada umumnya brang yang boleh dirampas harus 

kepunyaan terpidana, maksudnya jika bukan milik dari 

terpidana maka tidak boleh dirampas. Ketentuan perampasan 
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barang pada umumnya bersifat facultatief (boleh dirampas), 

akan tetapi kadang sifatnya imperatief (harus dirampas). 

3. Pengumuman putusan hakim 

 Pengumuman putusan hakim diatur dalam pasal 43 KUHP 

yaitu : 

“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan 

berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang 

lainnya, harus ditetapkan bula bagaimana cara melaksanakan 

perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman 

putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang 

ditentukan undang-undang”. 

 Sebenarnya semua putusan hakim sudah harus di umumkan 

dalam sidang terbuka untuk umum, tetapi sebagai hukuman 

tambahan maka harus diumumkan sejelas jelasnya dengan cara 

ditentukan oleh hakim. Misalnya, melalui surat kabar, radio, 

ditempelkan ditempat umum sebagai plakat dan sebagainya. 

Semua ini dilihat dari biaya terpidana yang dapat dipandang 

sebagai suatu pengecualian dan semua biaya penyelenggaraan 

hukuman di tanggung oleh negara. 

C. Tujuan Pemidanaan 

 Hukum positif di Indonesia belum pernah merumuskan tujuan 

pemidanaan. Tujuan pemidanaan selama ini hanya wacana yang masih 
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dalam tataran yang besifat teoritis. Namun, sebagai bahan kajian tujuan 

pemidanaan dalam rancangan KUHP Nasional  terdapat pada buku Kesatu 

Ketentuan Umum dan Bab II dengan judul pemidanaa, pidana dan 

Tindakan. Menurut Wirjono Prodjodikoro tujuan pemidanaan yaitu : 

1. Untuk menakut nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik 

secara menakuti orang banyak maupun menakuti orang tertentu yang 

sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan 

kejahatan lagi. 

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang yang telah melakukan 

kejahatan agar menjadi orng yang lebih baik tabiatnya sehingga 

bermanfaat bagi masyarakat.  
8
 

 Teori pemidanaan : 

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan,  

 Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan suatu 

pembalasan atas kesalahan yang telah diperbuat sehingga beriorientasi 

pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sesndiri. 

pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan 

kejahatan atau tindak pidana yang merupakan akibat mutlak dari yang 

                                                             
8
 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1981, Hlm 

16. 
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harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang tersebut. Teori ini 

bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.
9
 

2. Teori Relatif atau teori tujuan 

 Teori ini memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai 

pembalasan atas kejahatan pelaku tetapi sebgai sarana untuk mencapai 

tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat. Teori ini 

menekankan sanksi pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang 

tidak melakukan kejahatan, tidak bertujuan untuk pemuasan keadilan. 

Maka dari itu dari teori ini munculkan tujuan pemidanaan sebagai 

sarana pencegahan, baik pencegah khusus kepada pelaku maupun 

pencegahan umum kepada masyarakat. Teori ini berasaskan tiga 

tujuan utama pemidanaa yaitu yang pertama tujuan preventif (untuk 

melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan 

terpisah dari masyarakat), tujuan menakuti/detterence (untuk 

menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan 

untuk individual, publik dan jangka panjang.
10

 

3. Teori Gabungan 

 Teori in memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, 

karena menggabungkan prinsip relatif dan restributif sebagai satu 

kesatuan. Teori ini bercorak ganda dimana pemidanaan mengandung 

                                                             
9
 Teguh Prasetyo, Krminalisasi Dalam Hukum Pidana, Nusa Media, Bandung, 2013. Hlm 87 

10
 Pipin Syarifin. Hukum Pidana Indonesia, Pustaka Setia, Bandung. 2000. Hlm 17. 
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karakter restributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu karakter 

moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter 

utilitariannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah 

suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.
11

 

 Teori Penaggulangan Kejahatan 

 Penaggulangan kejahatan yaitu mencankup kegiatan sebelum terjadi dan 

memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum dipenjara atau lembaga 

pemasyarakatan.
12

 Adapun efektifitas kejahatan menurut Pery bahwa hanya mungkin 

dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi 

kesadaran dan ketertiban yang nyata.
13

 

 Upaya yang bisa dilakukan untuk menyelesaikannya dalam menanggulangi 

kejahatan ini, yaitu dengan menggunakan metode preventif (pencegahan) ataupun 

represif (penanggulangan yang sudah terjadi).  

1. Upaya preventif (pencegahan), yaitu mencegah terjadinya kejahatan untuk 

pertama kalinya. Adapun upaya pencegahan ini dibagi menjadi dua yaitu 

Moralistik dan Abolisionistik. 

                                                             
11

 Diah Gustiniati. Hukum Penitensia Dan Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia. Bandar 

Lampung:Universitas  Lampung, 2011, Hlm. 22-26. 
12

 Soerjono Dirdjosisworo. Ruang Lingkup Kriminologi. Penerbit Remaja Karya, Bandung, 1984, Hlm. 

19-20. 
13

 Moh Kemal Dermawan. Strategi Pencegahan Kejahatan, Penertbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 

1994, Hlm. 102-103. 
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2. Upaya Represif (penal), yaitu suatu cara penanggulangan berupa penanganan 

kejahatan yang sudah terjadi. Penanganan bisa dilakukan oleh aparat penegak 

hukum (polisi, kejaksaan dan pengadilan). 

2.3 Tinjauan Umum Tentang Hukuman Kebiri 

 Hukuman kebiri di indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua aas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindunga Anak. Berikut merupakan bunyi pasal untuk 

hukuman kebri kimia : 

Pasa 81 ayat 5 

 “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D 

menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, 

gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi 

reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia pelaku dipidana mati, seumur 

hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 

20 (dua puluh) tahun”. 

Pasal 81 ayat 6 

 “Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), 

ayat (4), dan ayat (5), pelau dapat dikenai pidana tambahan berupa 

pengumuman identitas pelaku”. 

Pasal 81 ayat 7 
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 “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) 

dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasngan alat pendeteksi 

elektronik”. 

Pasal 81A 

 “Tindakan yang dimaksud dalam pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk 

jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana 

menjalani pidana pokok”.  

Pasal 81A (2) 

 “Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah 

pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelanggarakan urusan 

pemerintah di bidang hukum, sosial, dan kesehatan”. 

 Kebiri kimia adalah penyuntikan zat anti-testosteron ke tubuh pria untuk 

menurunkan kadar hormon testosteron, yang sebagian besar diproduksi sel lydig di 

dalam buah zakar. Kebiri juga bisa dilakukan dengan tindakan menghilangkan testis 

sebagai tempat diproduksinya benih sperma dan hormon testoteron. Hilangnya  

hormon testoteron akan membuat gairah seks seseorang menjadi menurun drastis 

sehingga gejala fisik seperti kegemukan, impoten atau mandul akan terjadi pada 

seseorang yang telah dikebiri. 

 Kebiri dibagi menjadi 2 janis yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Berikut 

penjelasannya : 
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a. Kebiri fisik  

 Kebiri fisik adalah kebiri yang dilakukan dengan cara mengamputasi 

atau membuangn organ seks eksternal pelaku kejahatan seksual sehingga 

membuat pelaku kehilangan hormon testeron. Yang akibatnya jika 

seseorang kekurangan atau bahkan kehilangan hormon ini dapat 

mengurangi dorongan seksualnya, sehingga dapat membatasi dirinya 

untuk melakukan tindakan seksual dan Kebiri fisik ini bersifat permanen. 

b. Kebiri kimiawi 

 Namun dengan bertambahnya ilmu pengetahuan tindakan kebiri bisa 

dilakukan dengan cara menyuntikkan zat kimia yaitu antiadrogen ketubuh 

seseorang atau dengan kata lain kebiri kimiawi yaitu kebiri yang 

dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia antiadrogen ketubuh 

seseorang agar produksi hormon testosteron ditubuh mereka berkurang. 

Hasil akhirnya sama dengan kebiri fisik yakni mengurangi bahkan  

menghilangkan libido atau hasrat seksual. Hukuman kebiri kimiawi 

menimbulkan efek negative berupa pengaruh ke otak sehingga suasana 

hati menjadi tidak nyaman, menjadi pemarah. Lalu imbasnya ke kulit 

sehingga kulit menjadi kering, otot kemudian mengecil, tulang menjadi 

keropos dan seseorang juga akan sangat lemah atau loyo. Berbeda dengan 

kebiri fisik, kebiri kimiawi tidak bersifat permanen. Yang artinya, jika 

pemberian zat antiadrogen dihentikan, maka efeknya juga akan berhenti 
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yang akibatnya pelaku kejahatan seksual akan mendapatkan lagi fungsi 

seksualnya, baik kemampuan hasrat seksual maupun kemampuan ereksi. 

Secara eksplisit hukuman kebiri tidak termasuk dalam sistem pemidanaan 

Indonesia, yang berarti bahwa hukuman kebiri belum tercantum dalam pasal 10 

KUHP. Selain itu, hukuman kebiri juga juga melanggar pasal 33 ayat (1) Undang-

Undang N0. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa 

setiap orang berhak untuk bebas dari penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, 

merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya. Hukuman kebiri akan 

menimbulkan rasa malu yang tidak hanya untuk pelaku kekerasan seksual tetapi juga 

berlaku untuk kelurga si pelaku. Akibat lain dari hukuman kebiri yaitu pelaku tidak 

bisa meneruskan keturunan akibat dari hukuman tersebut. Kedua hal tersebut bisa 

mengakibatkan pelaku mengalami tekanan yang luar biasa dan menyebabkan pelaku 

dapat mengulang perbuatannya. Jadi, hukuman kebiri disini sangat jelas bukan untuk 

memperbaiki diri pelaku tetapi membuat prbadi pelaku menjadi lebih buruk lagi. 

Tidak semua pelaku kekerasan seksual pada anak merupakan seorang 

pedophilia. Menurut Tina Asramawati, terdapat beberapa penyakit jiwa tertentu 

dalam situasi tertentu yang dapat menimbulkan penderitanya melakukan kejahatan, 

anatar lain sakt jiwa, psycho-pathologi tentang tingkah laku, exhibitionist, pedophilia 

dan fetishisme.
14

 Dan banyak penelitian yang menyatakan bahwa hanya setengah dari 

pelaku kekerasan seksual pada anak yang penderitanya disebabkan oleh pedophilia, 

sisanya disebakna oleh penyakit lain, korban kekerasan beruntun atau korban 

                                                             
14

 Tina Asmarawti. 2013. Hukum & Psikiarti. Yogyakarta. Deepublish, Hal. 108 
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kekerasan dalam keluarga. Jadi, pemerintah harus menyortir pelaku kekerasan seksual 

pada anak apakah pelaku memiliki penyakit pedophilia atau tidak. Pelaku yang 

memiliki penyakit pedophilia selain dijatuhi pidana yang sesuai dapat juga diberikan 

rehabilitasi maupun pengobatan atas penyakitnya.
15

 

2.4 Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia 

 Hak Asasi Manusia (HAM) adalah anugerah dari Tuhan terhadap 

Makhluknya, hak asasi tidak boleh dipisahkan dari eksistensi manusia atau pribadi 

setap individu.hak asasi tidak bisa lepas dari kekuasaan dan hal lainnya, jika terjadi 

maka akan memberi dampak kepada manusia.  

 Adapun daras pembentukan dari undang-undang Hak Asasi Manusia yaitu : 

a. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dan segala isinya 

b. Pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, 

kemauan sarta berbagai kemudahan oleh penciptanya, untuk menjamin 

kelanjutan hidupnya. 

c. Untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan martabat manusia,  

diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal 

tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat 

mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (homo homini 

lupus). 

                                                             
15

 Https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kerthawicara/Article/Download/21030/13798 .Diakses Tanggal 6 

Oktober2019 , Pukul 07.37 WITA 
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d. Karena manusia merupakan mahkluk sosial, maka hak asasi manusia yang 

satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lainnya, sehingga kebebasan atau 

hak asasi manusia bukanlah tanpa batas. 

e. Hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan 

apapun. 

f. Setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak 

asasi manusia lainnya, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat 

kewajiban dasar. 

g. Hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, 

dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya 

mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya 

penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.
16

 

 Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dijelaskan 

bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh 

manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, oleh sebab itu terhadap hak 

asasi manusia negara sebagai pelindung warganya diharapkan dapat mengkomodir 

kepentingan dan hak dari warga negaranya. 

 Hak Asasi Manusia dipercaya memiliki nilai yang tidak mengenal batas ruang 

dan waktu (Universal), nilai ini yang kemudian diartikan dalam berbagai produk 

hukum berbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai 

kemanusiaan.bahkan nilai universal ini dilakukan dalam instrumen internasional, 
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 Penjelasan UU RI No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 
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termasuk dalam perjanjian internasional dibagian HAM. Namun, kenyataan 

menunjukkan bahwa nilai HAM yang tidak mengenal batas ruang dan waktu 

kenyataannya tidak sesuai dengan penerapannya dan tidak memiliki kesamaan yang 

seragam. Hak dalam hak asasi manusia memiliki kedudukan/derajat utama dan utma 

dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakekatnya telah dimiliki 

dan sudah melekat dalam pribadi manusia sejak kelahirannya. Seketika itu muncul 

kewajiban manusia lain untuk menghormati.
17

 

 Adapun lembaga-lembaga milik pemerintah dan milik swasta yang berwenang 

dalam perlindungan Hak Asasi Manusia, antara lain : 

1) Kepolisian 

2) Kejaksaan 

3) Komnas HAM 

4) Pengadilan HAM di Indonesia 

5) Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBH) 

6) Biro konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi 

7) Komnas Anak 

 Adapun upaya dari perlingangan HAM penekanannya pada berbagai tindakan 

pencegah terhadap terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Perlindangan HAM 

dilakukan dengan pembentukan instrumen hukum maupun kelembagaan Hak Asasi 

Manusia dan dapat juga melalui berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya 

                                                             
17

 A.Masyhur Effendi. Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika 
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pencegahan Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh negara, masyarakat maupun 

individu itu sendiri. Negara yang mempunyai tugas utama untuk melindungi hak asasi 

setiap warganya. Di indonesia telah ada jaminan secara konstitusional dan 

pembentukan lembaga untuk menegakkannya. Namun, belum menjamin hak asasi 

manusia dilaksnakan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari atau dalam pelaksanaan 

pembanguanan.
18
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2.5 Kerangka Pikir 

 

 

  

Analisi Hukum Sanksi Kebiri Terhadap  

Pelaku Kekerasan Seksual Ditinjau  

Dari Segi Hak Asasi Manusia 

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2012 Tentang 

Perlindungan Anak. 

Pelaksanaan Sanksi Kebiri : 

1. Pasal 28G ayat 2 UUD 

1945 

2. Pasal 33 ayat 1 UU No. 

39 Tahun 1999 

3. Pasal 81 ayat 7 UU RI 

No. 17 Tahun 2016  

Terwujudnya Kemanfaatan Dalam Pelaksanaan Sanksi 

Kebiri Terhadap Pelaku 

 Efek jera terhadap pelaku 

kekerasan seksual : 

1. T. Pembalasan  

2. T. Tujuan 
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2.6 Definisi Operasional 

 Adapun definisi operasional dalam usulan penelitian ini yaitu sebagai 

berikut : 

1. Kekerasan seksual adalah tindakan yang mengarah pada ajakan seksual 

tanpa persetujuan. 

2. Kebiri adalah tindakan memandulkan makhluk hidup baik jantan maupun 

betina dengan cara pembedahan secara fisik maupun menggunakan zat 

kimia. 

3. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak masih 

dalam kandungan hingga meninggal. 

4. Teori pembalasan adalah pembalasan atas kesalahan yang telah diperbuat. 

5. Teori Tujuan adalah sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk 

melindungi masyarakat. 

6. Hukum adalah kumpulan aturan yang bersifat mengikat dan memaksa. 

7. Pelaku kekerasan seksual adalah orang yang melakukan ajakan seksual 

terhadap korbanya dengan cara pemaksaan dan tanpa persetujuan . 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah penelitian Normatif, yaitu metode atau cara yang dipergunakan di 

dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 

yang ada.
19

 

3.2  Objek Penelitian 

  Objek dari penelitian ini adalah “Analisis hukum sanksi kebiri kimia 

 terhadap pelaku kekerasan seksual ditinjau dari segi hak asasi manusia”. 

3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

a. Jenis Bahan Hukum 

 Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan data relevasi dengan judul 

penelitian yaitu berdasarkan KUHP, PP No 1 tahun 2016 yang sudah 

disahkan menjadi undang-undang No 17 tahun 2016 yang didalamnya 

mengatur tentang sanksi kebiri bagi pelaku tindak pidana (pedofilia) dan 

Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

b. Sumber Bahan Hukum 
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 Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta 

.PT Raja Grafindo Persada..2009. Hal 13 
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 Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek 

dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini calon peneliti 

menggunakan tiga sumber data yaitu : 

a) Bahan Hukum primer, data yang diperoleh langsung dari masyarakat 

sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian dilapangan. 

b) Bahan Hukum sekunder, maksudnya data yang sudah jadi, yaitu 

meliputi buku-buku, peraturan-peraturan, arsip, register, atau data 

yang sudah ada pada objek penelitian atau dokumen-dokumen yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, literatur-

literatur, hasil-hasil penelitian sebelumnya serta doktrin atau teori 

terkait dengan objek rencana atau penelitian. 

c) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan 

penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder. Data tersier biasanya diperoleh dari kamus hukum, 

kamus bahasa indonesia, ensiklopedia dan sebagainya. 

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

  Teknik pengumpulan Bahan Hukum yang akan di gunakan dalam 

 penelitian ini  adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip 

 atau studi pustaka, seperti buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran, 

 atau karya para pakar.   



31 
 

3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum 

 Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, 

maksudnya data yang diperoleh akan dideskripsikan sesuai dengan 

permasalahan yang dikaji secara argumentatif. Melalui penelitian tersebut 

akan diperoleh kesimpulan yang terkait objek penelitian berupa analisis 

yuridis terhadap hukaman kebiri di indonesia berdasarkan Hak Asasi 

Manusia. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaturan Hukuman Kebiri di Indonesia ditinjau dari segi Hak Asasi 

manusia dan Peraturan Perundang-undangan 

  Kebiri merupakan tindakan bedah maupun menggunakan bahan kimia 

 untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada 

 betina. Tindakan pengebirian dapat dilakukan pada manusia maupun hewan. 

 Di berbagai negara di kenal dengan  dua cara pengebirian yaitu kebiri fisik 

 dan kebiri kimiawi, kebiri fisik dilakukan dengan cara membuang atau 

 mengamputasi testis pada pelaku tindak pidana pelecehan seksual pada anak 

 sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testoteron yang dapat 

 mempengaruhi dorongan seksualnya.  

  Sementara kebiri kimiawi, dilakukan dengan cara memasukkan bahan 

 kimia berupa antiandrogen, baik melalui pil ataupun suntikkan ketubuh pelaku 

 tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dengan tujuan memperoleh 

 hormon testosteron. Zat kimia yang dimasukkan di dalam tubuh pelaku akan 

 mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan ereksi, libido atu hasrat 

 seksualnya. Tetapi efek dari pemberian antiandrogen ini tidak berlangsung 

 lama, karena jika pemberian antiandrogen dihentikan maka dorongan seksual 

 dan fungsi ereksi pada pelaku akan muncul kembali.  
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  Di Indonesia hukuman kebiri yang dimaksud bukanlah hukuman 

 kebiri fisik yang bersifat selamanya ataupun permanen, tetapi hukuman kebiri 

 yang di berlakukan di Indonesia yaitu hukuman kebiri kimiawi yang 

 sifanyanya sementara dengan kata lain tidak berlaku untuk selamanya. Tetapi, 

 menurut penulis hukuman kebiri belum bisa diberlakukan di Indonesia 

 mengingat belum jelasnya eksekutor terhadap hukuman tersebut dan  ikatan 

 dokter yang ada di Indonesia pun belum menyetujui dengan adanya hukuman 

 tersebut karena menurut mereka hukuman kebiri bertentangan dengan etika 

 profesi dokter. Ikatan dokter Indonesia juga menyuarakan untuk menolak 

 melakukan suntik kebiri. 

  Hukuman kebiri jika ditinjau dari segi hak asasi manusia terdapat 

 dalam  konstitusi indonesia pada pasal 28G ayat (2) yang berbunyi “setiap 

 orang  berhak bebeas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan 

 derajat  martabat manusia...”. menurut penulis, terkait ketentuan dalam pasal 

 28G ayat (2) bahwa seluruh masyarakat Indonesia berhak untuk terhindar dari 

 penyiksaan maupun perlakuan yang merendahkan martabatnya, hukuman 

 kebiri dianggap sebagai sanksi yang menyiksa seseorang karena dengan 

 dilakukanya hukuman kebiri maka akan menimbulkan efek negatif kepada 

 terdakwa berupa pengaruh ke otak sehingga suasana hati menjadi tidak 

 nyaman dan menjadi pemarah. Bisa dikatakan hukuman kebiri ini menyiksa 

 psikolog seseorang. Adapun efek lain dari hukuman kebiri yaitu kulit menjadi 
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 kering, otot kemudian mengecil, tulang menjadi kropos dan akan menjadikan 

 seseorang kelihatan lesu, bahkan mengakibatkan kemandulan. 

  Di dalam ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39  

 Tahun  1998 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan “setiap orang berhak 

 untuk bebas  dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang  kejam, 

 tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”. 

 Menurut penulis, karena pasal ini melarang untuk dilakukannya penyiksaan, 

 penghukuman atau perlakuan yang secara tidak manusiawi kepada  seseorang. 

 Maka penulis sepakat bahwa  seseorang berhak bebas dari penyiksaan dan 

 penghukuman maupun perlakuan yang kejam. Serta dikuatkannya dengan 

 adanya Indonesia yang mengesahkan konvesi menentang penyiksaan dan 

 perlakuan atau hukuman  lain yang keji, tidak manusiawi, dan merendahkan 

 martabat manusia.  

  Adanya perubahan yang dilakukan dalam Undang-undang Nomor 17 

 Tahun  2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

 Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 

 Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang 

 adalah Pasal 81 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang 

 menyatakan bahwa : 

 Pasal 81  

(1) Setiap orang yang melarang ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

76D dipidana dengan pidana penjaa paling singkat lima (5) tahun dan paling 
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lama lima belas (15) tahun dan di denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah). 

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi 

setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 

kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau 

dengan orang lain. 

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh 

anak, pendidik, tenga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan 

anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, 

pidanannya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penamahan 1/3 

(sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah 

dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 

76D. 

(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D 

menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, 

gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi 

reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur 

hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 

20 (duapuluh) tahun  
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(6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3),atyat (4) 

,dan ayat (5),  pelaku dapat dikenai pedana tambahan berupa pengumuman 

identitas pelaku.  

(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat 

dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi 

elektronik  

(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama 

dengan pidana pokok dengan memeuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. 

(9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak. 

 Selain itu, diantara pasal 81 dan pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 

81A yang berbunyi sebagai berikut : 

 Pasal 81A 

(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk 

jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan seteklah terpidanah 

menjalani pidana pokok. 

(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah 

pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dibidang kesehatan. 
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(3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan 

rehabilitasi diatur dengan peraturan pemerintah. 

 Dan dalam ketentuan pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 Pasal 82 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling 

lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah),  

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimdksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

orang tua, wali, orang orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh 

anak, pendidik,tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan 

anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, 

pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

(3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penambahan 1/3 

(sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah 

dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 

76E. 
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(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E 

menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan lika berat, 

gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi dibawa 

pengawasan secara berkala reproduksi, dan / atau korban meninggal dunia, 

pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

(5) Selain dikenai pidana sebagaiman dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat 

(4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas 

pelaku. 

(6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sanpai dengan ayat (4) 

dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi 

elektronik. 

(7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputusakan bersama-sama 

dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. 

(8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak. 

4.diantara pasal 82 dan pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 82A yang 

berbunyi sebagai berikut: 

 Pasal 82A 

(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (6) dilaksanakan 

selama dan / atau setelah terpidana menjalani pidana pokok  



39 
 

(2) Pelaksanan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah 

pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang hukum,kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan 

urusan kemerintahan dibidang kesehatan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan 

peratuaran pemerintah.
20

 

  Hukuman kebiri dapat dilakukan bagi pelaku tindak pidana pelecehan 

 seksual terhadap anak berdasarkan perpu nomor 1 tahun 2016 yang sudah 

 disahkan menjadi undang- undang nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan 

 kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, 

 lebih tepatnya terdapat pada pasal 81 ayat (7). Dalam pasal tersebut 

 menyatakan: terhadap pelaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat 

 (5) dapat dikenai tindakan kebiri kimia,pemasangan alat pendeteksi 

 elektronik, dan pengumuman identitas pelaku kepublik  

  Menurut Penulis, Tindakan tersebut diputuskan bersama-sama dengan 

 pidana pokok,  memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. jangka waktu 

 paling lama  dikenakan 2 tahun yang akan dilaksanakan setelah tepidana 

 menjalani pidana pokok, pelaksanaan tindakan kebiri dibawa pengawasan 

 secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan 

                                                             
20

 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 
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 pemerintahan dibidang hukum, sosial dan kesehatan yang disertai  dengan 

 rehabilitasi sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 81 ayat (4) dan (5)  : 

a) Pelaku yang telah dipidana dengan tindak pidana yang sama (residive). 

Sebagaimana bunyi dari pasal 81 ayat (4) perpu nomor 1 tahun 2016 yakni: 

“Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penamahan 1/3 

(sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah 

dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 

76D”. 

b) Pelaku yang dikenai hukuman mati, penjara seumur hidup atau pidana paling 

singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Sebagaimana bunyi pasal 81 ayat 

(5) perpu nomor 1 tahun 2016 yakni: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, 

mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau 

hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, pelaku 

dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) 

tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun”. 

  Hukuman kebiri yang sudah di terapkan lebih dulu di beberapa negara 

 yaitu Denmark pada tahun 1929, Finlandia pada tahun 1970, Norwegia pada 

 tahun 1977, Polamndia pada tahun 2009,  Amerika Seikat yaitu Negara bagian 

 California pada tahun 1996 dan beberapa bagian negara lainnya, Argentina 

 pada tahun 2010, Australia, Israel, Selandia Baru, Korea Selatan pada tahun 
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 2011, dan Rusia pada tahun 2011, Moldova pada tahun 2012, dan Estonia 

 pada tahun 2012.
21

 

  Di Indonesia terdapat dua kasus yang divonis hukumn kebiri 

 bertempat di provinsi jawa timur. Kasus pertama, terdakwa Rahmat Slamet 

 Santoso dinyatakan bersalah telah mencabuli sebanyak 15 anak didiknya 

 ketika menjadi pembina pramuka sejak 2015. Dalam persidangan hari senin 

 18 November 2019 vonis dibacakan di pengadilan Negeri Surabaya. Majelis 

 hakim menyatakan tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenaran yang 

 dapat membebaskan atau meringankan terdakwa dari pertanggungjawaban 

 hukum, sehingga menjatuhkan hukuman pidana ke terdakwa. Hal ini diatur 

 dalam pasal 80 dan pasal 82 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia 

 Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 

 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain membacakan putusan 

 hukuman kebiri terhadap terdakwa Rahmat Slamet Santoso, hakim Dwi 

 Purwadi juga memutuskan menghukum terdakwa dengan pidana penjara 12 

 tahun, denda Rp 100 juta subsider 3 bulan dan tambahan berupa kebiri kimia 

 selama tiga tahun. Kasus kedua, terdakwa Muhammad Aris yang telah 

 melakukan kekerasan seksual terhadap sembilan anak yang rata-rata masih 

 dibawa umur. Terdakwa di vonis oleh hakim Pengadilan Negeri Mojokerto 

 karena melanggar pasal 76 D juncto Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 
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 2002 tentang perlindungan anak. Vonis itu tertuang dalam putusan PN 

 Mojokerto Nomor 69/pid.sus/2019/PN.Mjk pada tanggal 2 Mei 2019. Selain 

 hukuman kebiri, terdakwa Aris juga mendapatkan hukuman 12 tahun penjara 

 dan denda Rp.100 juta subsider 6 bulan kurungan. Meski kedua terdakwa 

 telah di vonis hukuman kebiri tetapi hukuman ini belum bisa dilaksanakan, 

 hal ini mengingat peraturan pemerintah yang mengatur teknis hukuman kebiri 

 kimia belum ada.
22

 

  Hukuman kebiri di Indonesia dilaksanakan setelah pelaku 

 menyelesaikan pidana pokok yang telah di tetapkan. Setelah menjalani 2 

 tahun pidana pokok maka sanksi kebiri kimia baru akan di berikan kepada 

 pelaku dan diberlakukan maksimal  selama 2 tahun atas keputusan dari hakim. 

 ketika masa berlaku hukuman kebiri kimia tersebut telah mencapai maksimal 

 2 tahun, maka alat reproduksi pelaku akan berfungsi kembali. Apabila pelaku 

 dijatuhi hukuman kebiri kimia dalam pembuktian kejahatannya maka di 

 butuhkan kesaksian dari ahli yang harus memberikan keterangan tentang latar 

 belakang pelaku hingga ia melakukan kekerasan seksual pada anak.
23

 

4.2 Efek Jera Sanksi Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual 

  Hukuman kebiri bisa dikatan tidak menimbulkan efek jera terhadap 

 pelaku kekerasan seksual pada anak. Sehingga hukuman kebiri tersebut belum 
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 dapat dinyatakan menjadi salah satu pemberatan hukuman pidana secara 

 efektif. Pelaku yang telah di jatuhi hukuman kebiri kimia dapat menyebabkan 

 ia menjadi lebih agresif dibanding sebelumnya. Hal ini dapat disebabkan oleh 

 psikologis dari pelaku dan sosial, dapat menimbulkan perasaan yang negatif 

 seperti sakit hati, marah, dan dendam.  

  Memberikan hukuman yang memberatkan bagi pelaku dan juga dapat 

 memberikan perlindungan bagi masyarakat, tidak hanya di dasari dari 

 pemikiran emosional, pencitraan, dan melayani tuntutan publik yang lebih 

 banyak mempertimbangkan keinginan emosional. Hukuman kebiri tersebut 

 dapat menghilangkan hasrat seksual pada pelaku kekerasan seksual, apabila 

 menghilangkan organ secara permanen. Tetapi, hukuman kebiri yang ada di 

 Indonesia hanya menyuntikan zat untuk menghilangkan hasrat seksual bagi 

 pelaku secara sementara, sehingga apabila suntikan itu diberhentikan maka 

 keinginan seksualnya akan kembali seperti semula.
24

 

  Teori pemidanaan yang digunakan yaitu teori pemidanaan yang lazim 

 di kenal dalam sistem hukum eropa kontinental yakni Teori Absolut dan Teori 

 Relatif.  Teori Absolut bertujuan hanya sebagai bentuk pembalasan yang  di 

 dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan 

 masyatrakat, pidana harus disesuaikan dengan kejahatan yang telah dilakukan 

 oleh pelaku dan tujuan pemidanaan ini bukan untuk memperbaiki, mendidik 

                                                             
24
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 pelaku kejahatan. Teori Relatif sangat mengekankan kemampuan pemidanaan 

 sebagai upaya pencegahan terjadinya kejahatan, sehingga pelaku kejahatan 

 tidak mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang, serta mencegah 

 masyarakat dari kemungkinan ingin melakukan kejahatan baik itu kejahatan 

 yang telah dilakukannya maupun lainnya. 

 4.2.1 Teori Pembalasan (Absolut) 

  Tujuan dari pemidanaan ini semata-mata hanya untuk 

 membalaskan dendam perbuatan pelaku terhadap korban. Hal ini juga tidak 

 sesuai dengan tujuan pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum indonesia, 

 karena sistem hukum yang ada di indonesia menggunakan sistem hukum 

 Eropa Kontinental. Penghukuman badan dalam bentuk apapun harus dimaknai 

 sebagai bentuk penyiksaan dan merupakan perbuatan yang merendahkan 

 martabat manusia, terlebih lagi apabila sanksi ini ditujukkan untuk balas 

 dendam dengan alasan untuk memberi efek jera yang sampai saat ini masih 

 diragukan secara ilmiah.
25

 

  Tindakan penyuntikkan zat anti testosteron atau yang disebut hukuman 

 kebiri ketubuh pria yang bertujuan untuk menurunkan kadar hormon 

 testosteron. Hormon testosteron ini mempunyai peran penting dalam berbagai 

 macam fungsi, diantaranya yaitu fungsi seksual. Laporan world rape statistic 

 tahun 2012 menunjukkan bahwa hukuman kebiri yang dilakukan kepada 

 pelaku kekerasan seksual diberbagai negara tidak efektif untuk menimbulkan 
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 efek jera. Tidak adanya bukti yang menjamin bahwa penggunaan kebiri kimia 

 telah mengurangi jumlah kekerasan seksaual. Hukuman kebiri bukan hanya 

 menimbulkan perdebatan tentang Hak asasi manusiannya tetapi juga 

 ketidaksambungan anatara penyebab seseorang melakukan kejahatan seksual 

 dan bentuk hukumannya.  

  Penyebab kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga 

 secara psikologis dan sosial. Tndakan kekerasan seksual bukan hanya sekedar 

 rusaknya alat kelamin. Oleh sebab itu hukuman harus sesuai dengan undang-

 undang etapi juga harus memperhatikan upaya untuk melakukan pemulihan 

 melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik melalui tindakan medis, 

 psikologis dan sosial dengan tetap berpedoman pada hak asasi manusia.
26

 

  Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia pasal 33 ayat (1) di 

 sebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, 

 penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan 

 derajat dan martabat kemanusaannya”. Dijelaskan dipasal tersebut bahwa 

 seseorang tidak boleh dihukum atau diperlakukan dengan kejam hingga 

 merendahkan martabatnya. Jadi, menurut penulis berdasarkan teori 

 pembalasan hukuman kebiri kimia tidak dapat dilakukan karena indonesia 

 sudah tidak mnganut sanksi dengan alasan untuk balas dendam. Sanksi kebiri 
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 juga mempunyai beberapa dampak negatif bagi pelaku baik itu dari segi 

 kesehatan, psikolog maupun sosial.   

 4.2.2 Teori Tujuan (Relatif) 

  Tujuan dari pemidaan ini untuk memperbaiki diri pelaku setelah 

 melakukan perbuatan yang salah sehingga diri si pelaku menjadi lebih baik 

 kedepannya dan tidak melakukan perbuatan yang sama. Menurut penulis jika 

 melihat dari tujuan pemidanaan ini maka hukuman kebiri tidak perlu untuk 

 dilakukan kepada pelaku kekerasan seksual karena teori relatif ini bertujuan 

 untuk memperbaiki diri pelaku kekersan seksual bukan untuk membalaskan 

 dendam terhadap korban. Sehingga, pemerintah seharusnya memperberat 

 hukuman penjara (misalnya penjara seumur hidup) atau bahkan melakukan 

 rehabilitasi kepada pelaku. Hukuman kebiri yang diberlakukan di indonesia 

 itu hanya untuk sementara, jika masa waktu berlakunya hukuman ini selesai 

 bukan tidak mungkin pelaku merasa kecewa, marah sehingga keinginan untuk 

 melakukan kejahatan yang sama semakin meningkat. Di dalam konstitusi 

 menyatakan bahwa negara tidak boleh menghukum dengan cara merendahkan 

 hak asasi dan nilai kemanusiaan. Namun, kebiri kimia dianggap sebuah 

 tindakan kekerasan dan dianggap bertentangan dengan undang-undang. Selain 

 itu, pelaksanaan kebiri kimia hanya berfokus pada pembalasan dendam 

 kepada pelaku bukan untuk memperbaiki diri si pelaku. Hukuman kebiri 

 seakan kembali pada jaman kolonial yang berorientasi pada pembalasan, 

 padahal Indonesia sudah meninggalkan teori pembalasan, Indonesia sekarang 
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 berorientasi pada tujuan pemidanaan untuk memperbaiki pribadi pelaku selain 

 memperhatikan kepentingan korban. 

  Menurut penulis, berdasarkan teori tujuan hukuman kebiri kimia tidak 

 dapat dilakukan karena teori ini mempunyai tujuan untuk bisa memperbaiki 

 diri pelaku kekerasan. Namun, hukuman kebiri kimia bisa memberikan 

 dampak psikolgis bagi pelaku. Sehingga jika dilakukannya hukuman kebiri 

 kepada pelaku kekerasan seksual tidak sejalan dengan tujuan dari teori ini. 

 Dimana teori ini bertujuan untuk memperbaiki diri pelaku kejahatan. Sebab 

 jika dilakukannya hukuman kebiri kimia,  pelaku akan merasakan kekecewa 

 bahkan kemarahan pada saat dilakukannya hukuman kebiri tersebut.  

  Jadi, menurut penulis untuk pelaku kekerasan seksual lebih baik 

 dikenakan pasal berlapis bahkan hukuman seumur hidup yang disertai dengan 

 rehabilitasi unruk mengetahui faktor penyebab seseorang melakukan 

 kekerasan seksual tersebut. Dan khusus untuk para korban kekerasan seksual 

 agar diberikan pendampingan oleh psikiater untuk menghilangkan trauma 

 untuk jangka waktu panjang. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

  Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Hukuman kebiri di indonesia belum bisa diterapkan karena indonesia 

masih mengakui Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh setiap 

masyarakat yang ada di Indonesia. Kebiri kimia dianggap dapat 

menurunkan harkat dan martabat seseorang yang divonis hukuman 

kebiri. Kebiri dinggap tindakan kekerasan dan dianggap bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yakni hak untuk 

tidak di siksa dan hak untuk bebasa dari penyiksaan atau perlakuan 

yang merendahkan derajatmartabatnya sebagai manusia. hukuman 

kebiri ini hanya berfokus pada pembalasan dendam kepada pelaku 

bukan untuk memperbaiki atau menyembukan pelaku. 

2. Hukuman kebiri masih dianggap kurang relevan didalam pencegahan 

terjadinya kekerasan seksual pada anak karena hukuman kebiri sampai 

saat ini juga masih diragukan secara ilmiah. Hukuman kebiri hanya 

berlaku selama 2 tahun sehingga tidak permanen. Dan setelah 2 tahun 

berlakunya suntikan tersebut maka hasrat untuk melakukan hubungan 

intim pada pelaku akan kembali lagi. Pelaku yang menjadikan anak 
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sebagai pemuas nafsunya dianggap sebagai kejahatan pedofil. 

Pedofilia dianggap memiliki gangguan kejiwaan, sehingga untuk 

menerapkan hukuman kebiri terhadap pelaku tidak efisien.  

5.2 Saran 

1. Hukuman kebiri ini masih menjadi pro kontra diantara beberapa pihak. 

Menurut penulis hukuman kebiri tidak perlu di terapkan di Indonesia 

karena hukuman ini tidak efisien dan hanya berlaku untuk 2 tahun 

saja, sehingga jika sudah sampai 2 tahun maka hasrat seksual dari 

pelaku akan kembali. Dan bisa saja karena di hukum kebiri pelaku 

merasa kecewa dan marah sehingga mengulangi perbuatannya 

tersebut. 

2. Menurut penulis hukuman kebiri ini tidak perlu dilakukan kepada 

pelaku kekerasan seksual untuk alasan memberikan efek jera karena 

sampai saat inipun hukuman kebiri masih diragukan secara ilmiah. 

Dilihat dari dua kasus yang telah di vonis hukuman kebiri di Indonesia 

belum ada eksekutor yang ditunjuk oleh pemerintah secara jelas. Dari 

pihak dokter juga sudah menolak untuk menjadi eksekutor. Pelaku 

kekerasan seksual seharusnya membutuhkan pendampingan untuk 

memulihkan atau memperbaiki diri pelaku agar tidak mengulangi 

perbuatannya dan menurut penulis sebaiknya pelaku di kenakan pasal 

berlapis saja atau hukuman seumur hidup. Karena pelaku yang 
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menjadikan anak sebagai korban dianggap sebagai kejahatan pedofilia, 

sehingga dianggap memiliki gangguan kejiwaan. 
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